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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN GUBERNUR KALlMANTAN BARAT 

NOMOR 13T TAHUN 2022 

TENT ANG 
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 
Kearsipan, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 
Dinamis; 

Mengingat 

KA.RO 
ASISTEN I 

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undan.g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 1  Tahun 2008 Tentang lnformasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 ,  Tambahan Lernbar 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 



6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 ten tang 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6780); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1953); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 

10 . Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 

201 1  ten tang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi 
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM 
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasalI 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat yang 
selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi 
Kalimantan Barat. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
Kalimantan Barat. 

7. Arsip adalah rekaman kegiatan a tau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah 
daerah, lembaga pendidikan, perusahan, organisasi publik, organisasi 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip yang disimpan selamajangka waktu tertentu. 

9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang 
pengelolaan Arsip Dinamis. 

10 . Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan 
hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk 
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 

1 1 .  Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip 
dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya. 

12 .  Klasifikasi Keamanan Arsip dinamis adalah 
pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat 
keseriusan pada dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan 
keamanan Negara, publik dan perorangan. 

13. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan 
ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan 
otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempennudah pemanfaatan Arsip. 



14. Asas Gabungan adalah asas penyelenggaraan kearsipan di dalam suatu 
organisasi yang menggabungkan asas sentralisasi, yakni 
penyelenggaraan kearsipan dipusatkan pada suatu organisasi, dan asas 
desentralisasi, yakni penyelenggaraan kearsipan yang tidak dtpusatkan 
pada satu organisasi, namun dilakukan pada setiap bagian organisasi. 

15. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi 
arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. 

16. Kategori Pembatasan Akses terhadap Arsip adalah kewenangan 
pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

17. Arsip terbatas adalah arsip yang memiliki infonnasi apabila diketahui 
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya 
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah. 

18. Arsip biasa/terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila 
diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun. 

19. Arsip rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui 
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi 
penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban urnum, 
tennasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada 
arsip bersifat sensitive bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan 
kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif hilangnya 
kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi. 

20. Arsip sangat rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila 
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan. 

2 1 .  Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang 
menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

22 . Pengguna eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang 
menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat. 

Pasal 2 
Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai: 
( 1) pedoman dalam melaksanakan klasifikasi keamanan arsip dinamis 

untuk melindungi fisik dan infonnasi arsip dinamis dari kerusakan dan 
kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, 

keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat 
terpenuhi. 

(2) pedoman dalam melaksanakan klasifikasi akses arsip dinamis agar 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 
dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak 
berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. 

Pasal 3 

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 

a. menjadi acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan 
prinsip cepat, tepat, murah, dan arnan; 

c. rnenyediakan informasi yang sesuai dengan klasifikasi keamanan dan 
akses arsip dinarnis; dan 

d. pedoman dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI. 

KARO 

m:r1rn111 
ASISTEll l 



Pasal 4 
Ruang Lingkup Sistem Klasilikasi Keamanan clan Akses Arsip Dinamis 
meliputi: 
a. sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis; dan 
b. pengaturan akses arsip dinamis, 

BAB II 
SISTEM KI.ASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS 

Pasal 5 
( 1) Asas Klasifikasi Keamanan clan Klasilikasi Akses Arsip Dinamis 

dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan. 
(2) Asas Gabungan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui sentralisasi clalam penetapan kebijakan clan desentralisasi 
dalam pelaksanaan pengolahan Arsip Dinamis. 

Pasal 6 
( 1 )  Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis terdiri dari empat tingkat 

klasifikasi yang meliputi: 
a. sangat rahasia; 
b. rahasia; 

c. terbatas; clan 
d. biasa/terbuka. 

(2) Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (1 ) ,  

berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi 
informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya. 

Pasal 7 

( 1) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis menggunakan 
perangkat keras clan perangkat lunak, 

(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 

a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa lemari arsip/rak 
arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka clan arsip terbatas, clan 
brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia clan sangat rahasia; 

b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai 

dengan tingkat klasifikasi informasi; clan 
c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif dengan 

tingkat klasifikasi informasi. 
(3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga clan vital; clan 
b. aplikasi pengelolaan arsip aktif clan inaktif. 

BAB III 
SISTEM AKSES ARSIP DINAMIS 

Pasal 8 

( l )  Sistem Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b, digunakan kepada pengguna Arsip yang berhak. 

P'l'.tRAliOKAT DAERAfl AS!STEN I SE1{:0A 
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(2) Pengguna Arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari: 
a. pengguna internal di dalam instansi; dan 
b. pengguna eksternal di luar instansi. 

Pasal 9 
( 1)  Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a 

terdiri dari : 

a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses 
seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1 .  pimpinan tingkat tertinggi yaitu Kepala Perangkat 
daerah/Instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses 
seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya; 

2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang yang 
mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah 
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk 
informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan 
yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali 
telah mendapatkan izin; dan 

3. pimpinan tingkat menengah, yaitu Kepala Sub Bidang, Sub 
Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh 
arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak 
akses untuk informasi yar1g terdapat pada pimpinan tingkat 
tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar 
unit kerjanya, kecuali sudah mendapatkan izin, 

b. pelaksana kebijakan, yaitu staf, petugas Arsip, Arsiparis dan pegawai 
yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang 
berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, 
tetapi tidak diberikan hak akses clengan Arsip dengan tingkat 
klasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, yang terdapat pada 
Pimpinan Tingkat Tertinggi, Pimpinan Tingkat Tinggi, Pimpinan 
Tingkat Menengah, clan yang satu tingkat di atas unit kerjanya 
kecuali telah mendapat izin; clan 

c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses 
seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan 
fungsi pengawasan internal sesuai clengan ketentuan peraturan 
perundang-unclangan. 

(2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 8 ayat (2) 
huruf b terdiri clari: 

a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip 
dengan kategori biasa/ terbuka; 

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip 
pacla Pencipta Arsip clalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 
sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti 
pengawasan yang clilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan 
Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; clan 

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada 
Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang 
sedang ditanganinya dalam rangka melaksanaka:n fungsi penegakan 
hukum. 

KARO 
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BAB IV 

SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN ARSIP DINAMIS 

Pasal 10 
(1) Pengaturan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip. 
(2) Pengamanan fisik dan informasi Arsip pada ayat (1)  secara keseluruhan 

mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas 
(CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip, 

(3) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur ketentuan sebagai berikut: 
a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi; 
b. kategori arsip terbatas disimpan pada filling kabinet; dan 
c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi. 

(4) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  berupa penciptaan daftar Arsip terbatas dan daftar Arsip rahasia, 

(5) Pengaman fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau Petugas kearsipan yang diberi 
kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik 
serta informasi Arsip. 

Pasal 1 1  
(1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(2) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di 
Unit Kearsipan. 

(2) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang clan bertugas melakukan pengamanan terhadap Arsip Aktif 
di Central File Unit Pengolah dan Arsip Inaktif di Pusat Arsip Perangkat 
Daerah. 

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 
penanganan Arsip Dinamis clan penyampaian informasi berdasarkan 
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, 

(4) Pejabat Fungsional Arsiparis melakukan pengamanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(5) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh Central File dan Pusat Arsip dengan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. 

Pasal 12 
(1 )  Dalam ha! belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah 

dan Unit Kearsipan, Kepala Perangkat Daerah dapat menugaskan staf 
lain untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1 )  sebagai pelaksana Arsip. 

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah berhalangan, 
Kepala Perangkat Daerah di Unit Pengelolah dapat menugaskan staf 
pengganti sebagai pelaksana Arsip. 

SEKDA 



Pasal 13 

Ketentuan mengenai pengaturan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 
Dinarnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tereantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatanrrya dalarn Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal l'i - l! ,, 2022 

a,GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,( 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal i ''\ 

SEKRETARTS DAERAH 
PROVJNSI KALIMANTAN BARAT, 

iof 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR & 


